
BUPATI BOYOLALI 

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLAU 

NOMOR 41TAHUN 2018

TENTANG

URAIAN TUG AS JABATAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
RELAY AN AN TERPADU SATU PINTU KABU PATEN BOYOLAU

OENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLAU,

MentmbdJig

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ay at {2) 
Peraturan Dae rah Kabupaien Boyolali Nomor 16 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah dan sebagai pedoman gun a menunjang kckancaran 
pelakaanaan tugaa Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Ter pad u Satu Pintu Kabu paten Boyolali, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Uraian 
Tugas Jabatan Pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabu paten Boyolali;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaien Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah {Berita Ne^ra 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor S Tahun 2034 tentang 

Aparatur Sipii Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang ....



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemcrintahan Dae rah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana tel ah diubah be be ra pa kali terakhir 

den gem Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemeriniah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Bupati Boyolaii Nomor 25 Tahun 2018 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan 
Rungsi Perangkat Daerah (Berita Daaerah Kabu paten 

Boyolaii Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG URAIAN 
TUGAS JABATAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN 
BOYOLALI.

BAB [

KETENTUAN UMUM

Pasal \

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adaiah Kabupaten Boyolaii.

Bupab adaiah Bupati Boyolaii.2.

3- Perangkat Daerah adaiah unsur pern bantu Bupati dan Dcwan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Pemcrintah

r
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6.

7.

Pemeiintah Dae rah adaJah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimptn pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan {>residen yang pelaksanaannya dilakukan oleh 
kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk 

melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan 
masyarakat.

Dinas adalah Dinas Daerah yang merupakan unsur pelaksana Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang 
aelanjutnya diaingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali.

BAB [[

URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu 

DPMPTSP

Pasal2

(1) DPMPTSP raempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang penanaman 
modal, dan bidang peh^inan melalui pelayanan terpadu satu pintu.

(2) DPMPTSP scl>agaimana dimaksud pada ayat (1} dipimpin oleh Kepala 
DPMPTSP yang mempunyai tugas raemimpin dan mengoordinasikan 
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 
di bidang penanaman modal, dan bidang peririnan melalui pelayanan 
terpadu satu pintu.

(3) Uraian tugas KepaJa DPMPTSP scbagaimana dimaksud pada ayat (2). 
adalah sebagai berikut;

merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang 
penanaman modal, dan bidang perizinan melalui pelayanan terpadu 
satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan dan pertimbangan teknis bidang penanaman modal, dan 
bidang perizinan pelayanan terpadu satu pintu sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas;

a.

b. menetapkan ...
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b. menctapkan percncanaan peny«tenggaraan pemerintahan dan
anggaran di bidang penanaman modal, dan bidang pehainan melaluj 
pelayanan terpadu satu pintu sesuai prosedur dan ketentuan 
pcraturan pe run dang-undangan berdasarkan rencana
pembangunan daerah dan data perencanaan yang dapat 

dipertanggungiawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 
sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan anggaran di 
bidang penanaman modal, dan bidang perizinan melalui pelayanan 
terpadu satu pintu berdasarkan kewenangan dan mengembangkan 

sumber daya agar penyelenggaraannya beijalan efektif sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;

d. mendlBthbusikan tugas, memberikan petunjuk, dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. merumuskan kebijakan percepatan perizinan, penyclesaian 

permasalahan dan hambatan penyelenggaraan pelayanan perizinan;

f. menyelenggaraan si stem pelayanan perizinan berbasis Teknologi 
Informasi sesuai dengan perkembangan regulasi;

g. merumuskan kebijakan potensi penanaman modal daerah;

h. merumuskan kebijakan proses perizinan dan non perizinan yang 
menjadi wewenang dan tanggungjawabnya;

i. menyelenggarakan pelayanan perizinan yang menjadi wewenang dan 
tanggu n gja wab ny a;

j. mengoordinasikan lim teknis yang terdiri dari unsur-unsur 
Rerangkat Daerah yang mempunyai kewenangan pelayanan 
perizinan;

k. mengoordinasikan penyelengggaraan pelayanan penunjang di 
bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan:

l. merumuskan kajian dan pen gem ban gan penanaman modal dan 
pelayanan perizinan;

m. menyelenggarakan sosialisasi dan informasi serta penanganan 
pengaduan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;

n. menyelenggarakan pengolahan urusan umum, kepegawaian, 
keuangan dan perlengkapan;

o. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelayanan 
perizinan;

p. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di Daerah 
dengan meml)erdayakan badan usaha;

q. merumuskan kebijakan rencana umum penanaman modal Daerah;

r. menyelen^ftrakan ....
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r. menyelenggarakan pelayanan admin istrasi dan proses pelayanan 
penzinan;

s. melaksanakan pengendalian petaksanaan perizinan dan evaJuasi 
pelaksanaan kineija urusan pemehntahan di bidang administrasi 
penanaman modal, dan penzinan mclalui pelayanan terpadu satu 
pintu sesuai dengan perencanaan dan indikator siscem 

pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kineija;

t. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan 
sesuai bidang tugasnya sebagai bahan pertimbangan pcngambilan 
kebijakan;

u. merumuskan laporan di bidang administrasi penanaman modal, 
dan urusan energi dan sum her day a mineral berdasarkan data dan 

analisa sebagai informasi dan pertanggun^awaban pelaksanaan 
tugas;

V. merabina. mengawasi. dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai tai^et kineija; dan

w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangkd mendukung kineija organ isasi.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Sekretariat

Paragraf 1 

Sekretariat

Pasal3

(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif 
dan teknisyang mcliputi perencanaan, kcuangan dan pelaporan, urusan 
tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil 
Negara kepada aemua unsur di lingkungan Dinas.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
Sekretaris yang mempunyai tugas mem(mpin dan mengoordinasikan 

pelaksanaan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi 
perencanaan. keuangan dan pelaporan. urusan tata usaha, 
perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipi) Negara kepada 
semua unsur di lingkungan Dinas.

(3) Uraian ....
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(3) Ur&ian tugas Sekretaris sebagaimana dimakaud pada ayat (2), adalah 
sebagai beHkut:
a.

c.

d.

e.

f.

menyusun kebijakan teknis di bidang pengelolaan su rat-manyurat, 
kerumahtan^aan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearaipan, 
barang inventaris, kelembagaan, administrasi dan pengelolaan 
kepegawaian, dan administrasi keuangan serta perencanaan dan 
pelaporan pada DPMPTSP sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan dan pertimbangan teknis agar pclaksanaan tugas dapat 
berjalan sesuai dengan sasaran dan rujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di pengelolaan surat-menyurat, 
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, 
barang inventaris. kelembagaan, administrasi dan pengelolaan 
kepegawaian, dan administrasi keuangan serta pcrencanaan dan 
pelaporan pada DPMPTSP sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang undangan berdasarkan rencana pern ban gun an daerah 
dan data pcrencanaan yang dapat dipercanggungjawabkan agar 
tersuaun dokumen percncanaan yang sesuai dengan rencana 
strategis;

mengoordinasikan pclaksanaan pengelolaan surat-menyurat, 
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan. kearsipan, 
barang inventaris. kelembagaan, administrasi dan pengelolaan 
kepegawaian. dan administrasi keuangan serta perencanaan dan 
pelaporan pada DPMPTSP berdasar kewenangan dan 
mempertimbangkan sum her day a agar pclaksanaan tugas betjalan 
dan berhasil optima);

mendistribusikan tugas. member!kan petunjuk. dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pclaksanaan tugas 
betjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

menyelia penyelenggaraan pengelolaan surat-menyurat, 
kerumahtanggaan. hubungan masyarakat. keprotokolan. kearsipan. 
dan barang inventans serta kelembagaan sesuai prosed ur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib 
administrasi dan dapat menunjang pclaksanaan tugas DPMPTSP 
secara optimal;

menyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi dan 
kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
potensi agar terwujud tertib administrasi kepegawaian dan kineija 
pegawai yang optimal dalam mendukung pclaksanaan tugas 
DPMPTSP.

g. menyelia penyelen^araan pengelolaan administrasi keuangan 
meliputi penyiapan bahan rencana pendapatan dan belanja» 
perbendaharaan, verifikasi. pembukuan, dan pelaporannya sesuai 
prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar 
terwujud tertib administrasi keuangan;

h. menyelia ...

-7-

h. menyelia penyelenggaraan pengelolaan administrasi barang 
inventaris pada DPMPTSP meliputi penyiapan bahan rencana 

uersT7 ^erb»nrinhcTaan. verifikasi. oembukurn dan
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(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ay at 
(1) dipim pin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang 
mempunyai tugas memimpin peiaksanaan urusan surat menyurat, 
urusan tata usaha, kearsipan, uruaan administrasi Aparatur Sipil 
Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang 
milik negara.

(3| Uraian tugaa Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana 
dimaksud pada ay at (2). adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pengelolaan surat- 
menyurat. kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, 
kearsipan, pengelolaan barang inventaris, kelembagaan, 
administrasi. dan pengelolaan kep)egawaian pada DPMPTSP sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis 
agar peiaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan 
tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang pengelolaan surat- 

menyurat, kerumahtanggaan. hubungan masyarakat. keprotokolan> 
kearsipan, barang inventaris. kelembagaan, administrasi dan 

pengelolaan kepegawaian pada DPMPTSP sesuai prosedur dan 
ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana 

pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat 
dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang 

sesuai dengan rencana pembangunan Daerah;

c- menyelia peiaksanaan pengelolaan surat-menyurat,
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan, 
barang inventaris, kelembagaan. administrasi dan pengelolaan 
kepegawaian pada DPMPTSP berdasar kewenangan dan 
mem pert imbangkan s umber day a agar peiaksanaan (ugas berjalan 

dan berhasil optimal;
d. mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk, dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar peiaksanaan tugas 
berjalan dengan efektif. efisien, dan tepat sasaran;

e. menyelia peiaksanaan administrasi dan pengelolaan surat-menyurat 
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar 

terwujud tertib administrasi pengelolaan surat-menyurat:

f. menyelia peiaksanaan administrasi dan pengelolaan 
kerumahtanggaan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi pengelolaan 
kerumahtanggaan dan menunjang peiaksanaan tugas DPMPTSP 

secara optimal;

g. menyelia ....



-9

g. menyelia pelakeanaan administrasi dan pengelolaan hubungan 
masyarakat, dan keprotokolan seauai prosedur dan ketantuan 

peraturan perundang-undangan agar terwujud tertib administrasi 
pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan serta terwujud 

keterbukaan infoimasi publik;
h. menyelia pelaksanaan adminlstrast dan pengelolaan kearslpan 

sesuai proaedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar 

terwujud tertib administrasi kearsipan dan menunjang pelaksanaan 
tugas DPMPTSP secara optimal;

i. menyelia pelaksanaan pengelolaan dan administrasi kepegawaian 
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar 

terwujud tertib administrasi pengelolaan kepegawaian dan kinerja 
pegawai yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas;

j. menyelia pelaksanaan pengelolaan ketertiban dan keamanan 
lingkungan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan agar terwujud ketertiban, keamanan, dan kenyamanan 
lingkungan yang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugaa;

k. menyelia pelaksanaan pengelolaan barang inventaris sesuai prosedur 

dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar terwujud 
pengelolaan barang inventaris yang optimal dalam mendukung 

pelaksanaan tugas;
l. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 

bidang umum dan kepegawaian sesuai dengan perencanaan dan 
indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 

rangka perbaikan kineija;
m. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasai kajlan dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas sekretariat berjalan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

n. menyusun laporan di bidang umum dan kepegawaian berdasarkan 

data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas;

o. membina, mengawasi, dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kineija organisaai.

Paragraf 3

Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

Pasal 5
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Pasal S
(1) Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan koordinaai penyusunan program dan 

anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, 
verifikasi, pembukuan. dan pelaporan.

(2) Subbagian Perencanaan. Keuangan, dan Pelaporan sebagaimana 

dirnaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian Perencanaan, 
Keuangan, dan Pelaporan yang mempunyai tugas memimpin 
peiaksanaan penyiapan koordinaai penyusunan program dan anggaran 

aerta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi. verifskasi, 
pembukuan, dan pelaporan.

(3) Ural an tugas Kepala Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan 

sebagaimana dirnaksud pada ayat (2|, adalah sebagai berikut:
a. menyuBun bah an kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana, 

program, dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan dan 
penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja 

pada DPMPTSP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 
dan pertimbangan teknis agar peiaksanaan tugas dapat berjalan 

sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
b, menyusun bahan perencanaan di bidang penyusunan rencana, 

program, dan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan dan 
penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan kinezja 
pada DPMPTSP sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah 

dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
pembangunan Daerah;

G. menyelia peiaksanaan penyusunan rencana. program, dan kegiatan 

serta pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan laporan 
penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pada DPMPTSP berdasar 
kewenangan dan mempertimbangkan sumber day a agar peiaksanaan 

tugas berjalan dan berhasil optimal;
d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar peiaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif, eflsien, dan tepat sasaran;

e. menyelia pengumpulan data dan informasi perencanaan di lingkup 

tugasnya;
f. menyiapkan bahan dan peiaksanaan pengoordinaaian penyusunan 

dokumen perencanaan me I i puli Rencana Strategis, Indikator Kineija 
Utama, Rencana Kineija Tahunan, Rencana Keija, Rencana Kegiatan 
dan Anggaran, Perjanjian Kineija, Pengukuran Kinerja, dan 

Dokumen Perencanaan lainnya sesuai lingkup tugasnya;

g. menyiapkan ....
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1.

j.

g. menyiapkan bah an dan pelakaanaan pengoordinaaian penyuaunan 
bah an Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahan 

Laporan Ketcrangan Pena nggungjawa ban Bupati. Laporan Kineija 

In Stan si Pemehntah, dan laporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;

h. mcnghimpun dan mengoordinasikan pengelolaan administrasi 
keuangan dan akuntansi;
melaksanakan monitoring dan evaiuasi pelaksanaan anggaran 

belanja langaung di lingkup tugasnya;

menyiapkan, mengoordinasikan dan menyusun rencana anggaran 

belanja langsung dan rencana an^ran belanja tidak langsung;

k. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perbendaharaan meliputi 
pembukuan, verifikasi, rekapitulasi dan dokumentasi pelaksanaan 
belanja langsung dan tidak langsung;

]. menyusun laporan perhitungan dan pertanggungjawaban keuangan;

m. mengurus gaji dan tunjangan pegawai;

n. melaksanakan pengendalian dan evaiuasi pelaksanaan kineija di 
bidang perencanaan dan keuangan sesuai dengan perencanaan dan 
indikator si stem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 

rangka perbaikan kinerja;

o. memberikan saran, pend a pal dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tcrtulis berdasar kajian dan/atau telaahan 

agar arah kcbijakan penyelenggaraan tugas sekretariat berjalan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

p. menyusun laporan di bidang perencanaan dan keuangan 
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

q. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasitnya sesuai target kinerja: dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kinerja organisasi.

Bagian Ketiga

Tugas dan Pungsi Bidang Penanaman Modal 

Paragraf 1

Bidang Penanaman Modal

PasaJ 6
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PaaaJ 6

(1) Bidang Penanaman Modai mem puny at tugas melaksanakan urusan dan 
menyelenggarakan faailitasi peiayanan di bidang penanaman modal.

(2| Bidang Penanaman Modal set>agaimana dtmaksud pada ayat (1) 
dtpimpin oleh Kepala Bidang Penanaman Modal yang mempunyai tugaa 
memimpin, mengoordinasikan pelaksanaan dan menyelenggarakan 
faailitasi peiayanan di bidang penanaman modal.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2). adalah sebagai berikut:
a. menyuaun kebijakan teknis di bidang penanaman modal aeauai 

ketentuan pcraturan perundang-undangan dan pertimbangan 

teknis agar pelaksanaan tugaa dapat beijalan aesuai dengan 

aasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyuaun perencanaan di bidang penanaman modal aesuai 
prosed ur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjnwabkan agar tersuaun dokumen 

perencanaan yang aesuai dengan rencana slrategia:

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal 
berdasar kcwenangan dan mempertimbangkan sum her daya agar 

pelaksanaan tugas betjalan dan berhasil optimal;
d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

beijalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. memfasilitasi peiayanan di bidang penanaman modal;

r. mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan keijasama dan 
promosi di bidang penanaman modal;

g. mengoordinasikan pelaksanaan p>engawasan dan pengendalian di 
bidang penanaman modal;

h. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang penanaman modal sesuai dengan perencanaan dan indicator 
si stem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 

perbaikan kinena;
i. memberikan saran, pendapai dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertuUs berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar a rah kebijakan penyelenggaraan tugas di penanaman modal 
berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

j. menyusun laporan di bidang penanaman modal berdasarkan data 
dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan tugas;

k. membina .... r
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1.

membina, mengawasi, dan menilai kinetja bawahan sesuaj 
ketentuan peraturan penindang-undangan agar pelakaanaan tugaa 
pegawai sesuai ketentuan dan haailnya sesuai tat^et kinerja; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kinerja organisasi.

Faragraf 2

Seksi Pen gem ban gan. Ketjasatna dan Promosi

Pasal 7

(1) Sekai Pengembangan, Keijasama dan Promosi mempunyai tugas 
melaksanakan urusan di bidang pengembangan, kerjasama, dan 

promosi.

(2) Seksi Pengembangan, Kerjasama dan Promosi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pengembangan, Ketjasama 
dan Promosi yang mempunyai tugas memimpin pelakaanaan tugas di 
bidang pengembangan, kerjasama, dan promosi,

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Pengembangan, Kerjasama dan Promosi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan, 
kerjasama. dan promosi sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan dan pertimbangan teknis agar pelakaanaan tugas dapat 
berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b- menyusun bahan perencanaan di bidang pengembangan, 
kerjasama, dan promosi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan daerah 

dan data perencanaan yang dapat dipertanggungfawabkan agar 
tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana 
strategis;

c. menyelia pelakaanaan tugas di bidang pengembangan, kerjasama, 
dan promosi berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber 

day a agar pelakaanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelakaanaan tugas 
betjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. melaksanakan pengembangan, kerjasama di bidang penanaman 

modal;

f. melaksanakan pengkajian dan pengembangan potensi penanaman 
modal di bidang pengembangan, kerjasama, dan promosi;

g. melaksanakan ....



-14-

g. melaksanakan sosialisasi dan promosi perizinan dan penanaman 
modal di bidang pengembangan, keijasama, dan promoat;

h, raelaksanakan pengendalian dan evaluaai pelaksanaan kinerja di 
bidang pengembangan. kerjaaama. dan promosi sesuaJ dengan 
peren Canaan dan indicator si stem pengendalian internal yang telah 
ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

L memberikan aaran, pendapat dan pertimbangan kepada ataaan 

secara langsung maupun tertulis berdasar k^ian dan/atau telaahan 

agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang 
pengembangan. kerjaaama. dan promosi beijalan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan;

j. menyusun laporan di bidang pengembangan. kerjaaama. dan 

promosi berdasarkan data dan analisa sebagai informaai dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

k. membtna. mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

\. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 
rangka mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 3 

Seksi Pengendalian

Pasa! 8
(1) Seksi Pengendalian mem puny ai tugas melaksanakan uruaan 

pengendalian penanaman modal dan menyelenggarakan fasilitasi 
pelayanan di bidang pengendalian,

(2) Seksi Pengendalian sebagaimana dimaksud pad a ay at (1) dipimpin oleh 
Kepala Seksi Pengendalian yang mcmpunyai tugas memimpin dan 

mengoordinasikan pelaksanaan urusan di bidang pengendalian.
(3| Uraian tugas Kepala Seksi pengendalian sebagaimana dimaksud pada 

ay at (2) adalah sebagai berikut:
a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pengendalian sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan 
teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai dengan 

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
b. menyusun bahan perencanaan di bidang pengendalian sesuai 

prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan 
yang dapat dipertanggungjawabkan ^ar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyclia ....



-15-

c. menyelja pelaksanaan tugas di bidang pengendalian berdasar 
kewenangan dan mempcrtimbangkan a umber daya agar 
pelaksanaan tugas berjaJan dan berhasil optimal;

d. mcndistribuaikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
betjalan dengan efektif, eHsien, dan tep>at sasaran;

e. melaksanakan fasilitasi pelayanan di bidang penanaman modal;

f- melakaanakan pengcndalian yaitu pemantauan, pern binaan, 
pengawasan dan evaiuasi di bidang penanaman modal;

g. melakaanakan koordinasi pengawasan dan pengendalian dengan 
instansi/lembaga lainnya;

h. melakaanakan pengendalian dan evaiuasi pelaksanaan kineija di 
bidang pengendalian sesuai dengan perencanaan dan indikator 
si stem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka 
perbaikan kineija;

i. memberikan aaran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 

aecara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pengendalian 
beijalan sesuai ketentuan;

j. menyusun laporan di bidang pengendalian berdasarkan data dan 

analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan 
tugas;

k. membina, mengawasi. dan menilai kineija baw*ahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kineija organisasi.

Bagian Keempat

Tugas dan Fungai Bidang Pelayanan Pcriainan 

Paragraf 1

Bidang Pelayanan Perizinan 

Pasal 9

(1J Bidang Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di
bidang pelayanan perizinan.

(2) Bidang ....
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(2) Bidang Pelayanan Perizinan Bebagaimana dimaksud pad a ayat (1) 
dipimpin olch Kepala Bidang Pelayanan Perizinan yang mempunyai 
tugas mcmimpin dan mengoordinasikan pelakaanaan penyiapan 
pcrumusan kebijakan teknis dan pelakaanaan kcbijakan di bidang 
pelayanan perizinan.

(3) Uraian tugaa Kepala Bidang Pelayanan Perizinan aebagaimana 
dimaksud pad a ayat (2|, adalah sebagai berikut:

a. menyusun kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan pcrtimbangan 
teknis agar pelakaanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan 
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang pelayanan perizinan sesuai 
prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan 

yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen 
perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan pelakaanaan tugas di bidang pelayanan perizinan 
berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar 
pelakaanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelakaanaan tugaa 
berjalan dengan efektif, efisien. dan tepat sasaran;

e. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;

f. memimpin dan mengoordinasikan pelakaanaan tugas bidang 
pelayanan perizinan;

g. menghimpun data dan bah an pelakaanaan tugas di bidang 

pelayanan perizinan;

h. menyusun mekaniame penyelenggaraan pelayanan terpadu satu 
pintu meliputi penyusunan standar operas!onaI prosedur dan 
pcnyederhanaan perizinan;

i. menyelen^arakan pelayanan perizinan investasi;

j. menyelenggarakan pelayanan perizinan non investasi;

k. menyelenggarakan evaluasi dan penanganan pengaduan;

I merumuskan kebijakan teknis percepatan perizinan, penyelesaian 
permasalahan dan hambatan penyelenstaraan pelayanan perizinan;

m. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang pelayanan perizinan sesuai dengan perencanaan dan 
indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam 

rangka perbaikan kinerja;

n. memberikan ....

i
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n. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 

aecara langsung maupun tertulia berdaaar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pelayanan 
perizinan beijalan acsuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan;

o. menyuaun laporan di bidang pelayanan perizinan berdasarkan data 
dan analisa sebagai in formas! dan pertanggungjawaban 
petaksanaan tugas;

p. znembina, mengawasi. dan menilai kineija bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija, dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dtbehkan oleh atasan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kineija organisasi

Paragraf 2

Seksi Pelayanan Perizinan Investasi

Pa sal 10

(1) Seksi Pelayanan Perizinan Investasi mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan bahan perencanaan. perumuaan kebijakan teknis. dan 
koordinasi serta pelaksanaan Pelayanan Perizinan Investasi.

(2) Seksi Pelayanan Perizinan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(Ij dipimpin oleh Kcpala Seksi Pelayanan Perizinan Investasi yang 

mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyiapan bahan 

perencanaan. perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi 
serta pelaksanaan pelayanan perizinan investasi.

(3| Uraian tugas Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Investasi seb^aimana 

dimaksud pada ayat (2| adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan 
investasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b- menyusun bahan perencanaan di bidang pelayanan perizinan 

investasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data 
perencanaan yang dapat dipertan^ungjawabkan agar tersusun 

dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

b. meoyelia ....
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c. menyelia pclaksanaan lugas di bidang pelayanan perizinan invesiasi 
berdaaar kewenangan dan mempertinabangknn sumber daya agar 
pelaksanaati tugaa bezjalan dan berhasil optimal;

d. mendistribuaikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kcpada 

bawahan aesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugaa 
beijalan dengan efektif. edsien, dan tepat sasaranf

e. memimpm dan mengoordinaaikan pelaksanaan tugas di bidang 
pelayanan perizinan investasi;

f. melaksanakan pengendalian dan evaJuasi pelaksanaan kineija di 
bidang pelayanan perizinan investasi sesuai dengan perencanaan 
dan indikator si stem pengendaJian internal yang telah ditetapkan 

dalam rangka perbaikan kineija;

g. memberikan saran» pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdaaar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pelayanan 
perizinan investasi betjalan sesuai ketentuan peraturan perundang- 

undangan;

h. menyusun standar operasiona) proaedur dan penyederhanaan 
perizinan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan;

i. menyusun laporan di bidang pelayanan perizinan investasi 
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

j. membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugaa 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kinerja organisasi.

Faragraf 3

Seksi Pelayanan Non Perizinan Investasi

Pa sal 11

(1) Seksi Pelayanan Non Perizinan Investasi mempunyai tu^s 
melaksanakan penyiapan bahan perencanaan. perumusan kebijakan 
teknist dan koordinasi serta pelaksanaaan pelayanan non perizinan 

investasi.

(2) Seksi ....



. 19.

(2) Seksi Pelayanan Non Perunnan Investasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Non perizinan investasi 
yang mempunyai tugas mem imp in pelaksanaan pcnyiapan bahan 

perencanaan, perumusan kebijakan teknis, dan koordinasi scrta 
pelaksanaaan pelayanan non perizinan investasi.

(3| Uraian tugaa Kepala Seksi Pelayanan Non perizinan Investasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai beiikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan non 
perizinan investasi sesuai ketentuan peraturan penindang- 
undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 
beijalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang celah ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang pelayanan non perizinan 

investasi sesuai prosedur dan ketemuan peraturan perundang« 

undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data 
perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar terausun 
dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pelayanan non perizinan 
investasi berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber 

daya agar pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dengan efektif. cfisien, dan tepat sasaran;

e. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang 
pelayanan perizinan investasi;

f. melakaanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kineija di 
bidang pelayanan non perizinan investasi sesuai dengan 
perencanaan dan indikator si stem pengendalian internal yang tel ah 
ditetapkan daJam rangka perbaikan kinerja:

g. memberikan aaran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 

secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
^ar a rah kebijakan penyclenggaraan tugas di bidang pelayanan 

non perizinan investasi beijalan sesuai ketentuan peraturan 
peru nd an g'u n d an gan;

h. menyusun laporan di bidang pelayanan non perizinan investasi
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan
pertan^ungjawaban pelaksanaan tugas;

1, rnembina. mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegBwai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kineija; dan

j. melaksanakan ....
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J. melaksanakan tugas kedinasan lam yang dibrnkan oleh atasan 
sesuar dengan ketentuan pcraturan perundang-undangan daiam 

rangka mendukung kinetja organisasi.

Paragraf 4

Seksi Evaluaai dan Penanganan Pengaduan

Paaal 12

(t) Seksi Evaluasi dan Penanganan Pengaduan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kcbijakan 

teknis, dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan evaluasi dan 
penanganan pengaduan atas layanan perizinan dan non perizinan.

(2) Seksi Evaluasi dan Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud 
pada ayal (1) dipimpin oleh Kepala Seksi Evaluasi dan Penanganan 
Pengaduan yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyiapan 

bahan perencanaanf perumusan kebijakan teknis, dan koordinasi serta 
pelaksanaan evaluasi dan penanganan pengaduan atas layanan 

perizinan dan non perizinan.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Evaluasi dan Penanganan Pengaduan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). adalah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang evaluasi dan 
penanganan pengaduan sesuai ketentuan peraiuran perundang- 

undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat 
beijalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b- menyusun bahan perencanaan di bidang evaluasi dan penanganan 
pengaduan atas layanan perizinan dan non perizinan sesuai 
prosedur dan keteniuan peraturan perundang-undangan 
berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan 

yang dapat dipertanggungjawabkan;
c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang evaluasi dan penanganan 

pengaduan berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber 

day a agar pelaksanaan tugas berjaJan dan berhasil optimal;

d, mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

beijalan dengan efektif. efisien. dan tepat sasaran;
e. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang 

evaluasi dan penanganan pengaduan;

f, melaksanakan kebijakan teknis percepatan perizinan, penyelesaian 

permasalahan dan hambalan penyelenggaraan pelayanan perizinan;

g. melakukan ....
/
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g

h.

k.

m.

n.

mclakukan pelayanan pengaduan masyarakat yang berkaitan 

dengan permasalahan perizinan dan pelayanan perizinan;
menginventariaasi, mengidentifikasi, dan menyelesaikan 
permasalahan pengaduan;
melakukan Survey Kepuaaan Masyarakat atas penyelenggaraan 
pelayanan perizinan;

melakaanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang evaluasi dan penanganan pengaduan sesuai dengan 

perencanaan dan indicator sistem pengendalian internal yang tel ah 
ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
memberikan saran. pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun certulis berdasar kajian dan/atau telaahan 

agar a rah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang evaluasi dan 
penanganan pengaduan beijalan sesuai ketentuan peraturan 
peru nd an g- u nd a ngan;

menyusun laporan di bidang evaluasi dan penanganan pengaduan 
berdasarkan data dan analisa sebagai intormasi dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
membina, mengawasi, dan menilai kinerja bauahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan
mclaksanakan tugas kcdinasan lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan ketentuan peraturan peru ndang-undangan dalam 
rangka mendukung kinerja organisasi.

Bagian Kelima
Tugas dan Fungsi Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informaai

Paragraf I
Bidang Pengolahan Data dan Sistem (nformasi

Pasal 13

(1} Bidang Pengolahan Dau dan Sistem (nformasi mem puny ai tugas 
menyiapkan rumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di 
bidang pengolahan data dan sistem informasi.

(2) Bidang Pengolahan Data dan Sisten (nformasi sebagaiaman dimaksud 

pada ay at (1) dipimpin oleh Kepala Bidang Pengolahan Data dan Sistem 
(nformasi yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan dan 
menyusun kebijakan teknis di bidang pengolahan data dan sistem 

informa si.

(3) Uratan
/
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(3) Uraian tugas Kepala Bidang Pengolahan Data dan Sistem Informaai
aebagaimana dimakaud pad a ay at (2). adalah sebagai behkut:

a. menyusun kebijakan teknia di bidang pengolahan data dan sistem 

informaai seauai keteniuan peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat betjalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang tel ah ditetapkan;

b. menyusun perencanaan di bidang pengolahan data dan sistem 
informasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan berdasarkan rencana pernbangunan Daerah dan data 

perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 
dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di bidang pengolahan data 

dan sistem informasi berdasar kewenangan dan mempenimbangkan 
dumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;

d. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

berjalan dengan efektif, eilsien, dan tcpat sasaran;

e. merumuskan kebijakan teknis, dan mengembangkan aplikasi 
berbasis Teknologi Informasi sesuai dengan perkembangan re^lasi;

f. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang 

pengolahan data dan sistem informasi;

g. menghimpun data dan bahan pelaksanaan tugas di bidang 
pengolahan data dan sistem informasi;

h. merumuskan kebijakan teknis pengolahan data dan dokumentasi di 
bidang pengolahan data dan sistem informasi;

i. melaksanakan pengendaJian dan cvaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang pengolahan data dan sistem informasi sesuai dengan 
perencanaan dan indikator sistem pengcndalian internal yang telah 

ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;

j. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan pcnyelertggaraan tugas di bidang pengolahan 

data dan sistem informasi beijalan sesuai ketentuan peraturan 
per  ̂nd an g-u nd an gan;

k. menyusun laporan di bidang pengolahan data dan sistem informasi 
berdasar kan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

l. membina, mengawasi, dan meniiai kinerja bawahan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 

pegawai sesuai ketentuan dan haailnya sesuai target kinerja; dan

m. melaksanakan ....
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m. melaksanekan tugas kedinaaan lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dal am rangka 

mendukung kmetja oi^anisasi

Paragraf 2

Seksi Pengolahan Data dan Dokumentasi

(1)

(2)

(3)

a.

Pasal 14

Seksi Pengolahan Data dan Dokumentaei mempunyai tugas 
melaksanakan pcnyiapan bahan perencanaan. perumusan kebijakan 
tcknis, dan koordinasi di bidang pengolahan data dan dokumeniasi.

Seksi Pengolahan Data dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada 

ay at (1] dipimpin oleh Kepaia Pengolahan Data dan Dokumentasi 5^g 
mempunyai tugas memimpin pelaksanaan pcnyiapan bahan 
perencanaan. perumusan kebijakan teknis, dan koordinasi di bidang 

pengolahan dau dan dokumentasi.

Uraian tugas Kepaia Seksi Pengolahan Data dan Dokumentasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2|. adalah sebagai berikut:

menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pengolahan data dan 

dokumentasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

menyusun bahan perencanaan di bidang pengolahan data dan 

dokumentasi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data 
perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan a^ar tersusun 

dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

menyelia pelaksanaan tugas di bidang pengolahan data dan 
dokumentasi berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber 

day a agar pelaksanaan tugas betjalan dan berhasil optimal;

mendistribusikan tugas. memberikan petunjuk dan arahan kcpada 
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 
befjalan dengan efektif, efisicn, dan tepat sasaran;
mengolah, menghimpun data dan bahan pelaksanaan tugas di seksi 
pengolahan data dan dokumentasi:

melaksanakan pengolahan data dan dokumentasi;

menyelenggarakan kegiatan pengolahan, penyajian dan evaJuasi 
terhadap pelaporan data yang bersumber dari data base perizinan;

b.

c.

d.

e.

f

g

h. melakukan ....



-24-

h. melakukan penyusunan, penataan dan penyimpanan dokumen baik 
secara elektronik maupun manuaJ.

i. melaksanakan pengendaJian dan evaJuasi pelaksanaan kinerja di 
bidang pengolahan data dan dokumentasi sesuai dengan 
peren Canaan dan indikator sistem pengcndalian internal yang tel ah 

ditetapkan daJam rangka perbaikan kinetja;

j. memberikan saran. pendapat dan pcrtimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyeienggaraan tugas di bidang pengolahan 

data dan dokumentasi becjalan sesuai ke ten man peraturan 
peru nda ng-u nda ngan;

k. menyusun laporan di bidang pengolahan data dan dokumentasi 

berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

l. membina. mengawasi* dan menilai kinerja bawahan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan haailnya sesuai target kinerja; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kinerja organisasi.

Paragraf 3

Seksi Pengembangan Sistem Informasi

Pa sal ! 5

(1) Seksi Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan 
penyiapan bahan peren ca naan, perumusan kebijakan teknis, 
pern binaan dan koordlnasi serta pelaksanaan pengembangan sistem 

informasi.
(2) Seksi Pengembangan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada 

ay at (1) di pirn pin oleh Kepala Seksi Pengembangan Sistem Informasi 
yang mempunyai tugas memimpin pelaksanaan penyiapan bahan 

perencanaan, perumusan kebijakan teknis. pembinaan dan koordinasi 
serta pelaksanaan pengembangan sistem informasi.

(3) Uraian tugas Kepala Seksi Pengembangan Sistem Informasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2|. adaiah sebagai berikut:

a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan sistem 
informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun ....
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b. menyusun bahan perencanaan di bidang pengembangan aiatem 
informaai sesuai prosed ur dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data 
perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun 

dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

C. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pengembangan sistem 
informasi berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber 
day a agar pelaksanaan tugas beijelan dan berhasil optimal;

d. mendistribudikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada 

bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas 

berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran;

e. menghimpun data dan bahan pelaksanaan tugas di Seksi 
Pengembangan Sistem Informasi;

f melakukan analisa kebutuhan teknologi informasi dan 
pengcmbangonnya, sesuai dengan kebutuhan pelayanan periainan 

dan perkembangan regulasi;

melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi 
perizinan dan sistem/aplikasi pendukung pelayanan pehzinan 

sesuai dengan perkembangan regulasi;

melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di 
bidang pengembangan sistem informasi sesuai dengan perencanaan 
dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan 

dalam rangka perbaikan kinerja;

i. memberikan saran, pend a pat dan pertimbangan kepada atasan 
secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan 
agar arah kebijakan penyclenggaraan tugas di bidang 

pengembangan sistem informasi berjaian sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan;

j. menyusun laporan di bidang pengembangan aistem informasi 
berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
k- membina, mengawasi, dan menilai kinerja bawahan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas 
pegawai sesuai ketentuan dan hasilnya sesuai target kinerja; dan

1. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam 

rangka mendukung kinerja organisasi.

g

h-

BAB HI

KETENTUAN PENUTUP

Pa sal 16 ....
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Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulat berlaku,

Pcraturan Bupati Boyolali Nomor 68 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas 
J aba tan Cselon Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 
Nomor 68) dicabut dan dtnyatakan lidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal I Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan pencmpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal X 2018

BOYOLAU,

—r-V-
SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal X 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUP 
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lYAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLAU TAHUN 2018 NOMOR A% 
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN BOYOLALI.

AGNES RTININGSIH
Pembina 

NIP. 19671102 199403 2 009
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